
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG  

 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
 
 

 
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 
 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
 
 

 
 
 

TENTANG  
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 

DINAS DAERAH KABUPATEN SERANG 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
DITERBITKAN OLEH  

 
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN SERANG  

TAHUN 2014 

 
 
 
 

 
 
 
 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG 
 

 
Nomor   :  1                   Tahun :  2014 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 

NOMOR 1 TAHUN  2014 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 19 

TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH 
KABUPATEN SERANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERANG,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya 

penggalian potensi pendapatan asli daerah dan 
pelayanan PBB dan BPHTB bagi masyarakat yang 

efektif dan efisien didasarkan pada ratio jumlah 
penduduk, luas wilayah yang harus ditangani, perlu 
perubahan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan 

Daerah yang ideal dan proporsional; 
 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas 
Daerah Kabupaten Serang sebagai dasar pembentukan 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang belum 
sejalan dengan perubahan dan kebutuhan daerah, oleh 

karenanya perlu diubah; dan 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang  

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang. 
   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 4010); 

4. Undang-Undang........ 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan  Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

    
 11. Peraturan………. 
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Serang Tahun 2011 Nomor 821); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 

Nomor 1); dan 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 
Nomor 09). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG 
 

dan 
 

BUPATI SERANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 19 

TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 
DINAS DAERAH KABUPATEN SERANG.  

 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 821 Tahun 
2011), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 41 

 
  (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas : 

a. Kepala Dinas. 
 

b. Sekretariat, membawahkan: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 
3. Sub Bagian Program dan Evaluasi. 
 

c. Bidang……….. 
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c.  Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan : 

1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; 
2. Seksi Data dan Informasi; dan 

3. Seksi Keberatan dan Banding PBB dan BPHTB. 
 

d.  Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan : 
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 

2. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan 
3. Seksi Keberatan dan Banding Pajak Daerah Lainnya. 

 

e.  Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahkan : 
1.  Seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 

2.  Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya; dan 
3.  Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah. 

 

f.  Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian, membawahkan : 

1. Seksi Penggalian Potensi Pajak Daerah; 
2. Seksi Pemeriksaan dan Konsultasi Pajak Daerah; dan 

3. Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah. 
 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Serang. 
  

       Ditetapkan di Serang     
                pada tanggal 21 Januari 2014 

 
              BUPATI  SERANG, 

 
 
             Cap/ttd 

                                                                                                      
 

           A. TAUFIK NURIMAN 
 

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 21 Januari 2014 
 

         SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, 
                           

                                    Cap/ttd 
 

 
                     LALU ATHARUSSALAM RAIS 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 1 



             BAGAN  STRUKTUR ORGANISASI   LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG 
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG  NOMOR  1 TAHUN 2014 

                          TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
  SERANG  NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN    

ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SERANG. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D I N A S 

BIDANG 
PAJAK DAERAH LAINNYA 

SEKSI 
PENDAFTARAN DAN 

PENDATAAN 

SEKRETARIAT  

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 

UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

  

SEKSI  
DATA DAN INFORMASI 

SEKSI  
INTENSIFIKASI DAN 

EKSTENSIFIKASI  

BIDANG 
PBB DAN BPHTB 

 

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKSI  

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN 

BUPATI SERANG, 
 

Cap/ttd 
 

A. TAUFIK NURIMAN 

BIDANG  

PENAGIHAN DAN 

PEMBUKUAN 

SEKSI  

PENAGIHAN PBB DAN BPHTB  

SUB BAGIAN 
PROGRAM DAN 

EVALUASI 

SEKSI  
KEBERATAN DAN BANDING PBB 
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PENDAPATAN DAERAH 

 

 

UPTD  

BIDANG  
PENGGALIAN POTENSI DAN 

PENGENDALIAN 

SEKSI  
PENGGALIAN POTENSI PAJAK 

DAERAH 

SEKSI 
PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI                

PAJAK DAERAH 
 

SEKSI  
PENGENDALIAN PENDAPATAN 

DAERAH 

 


